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PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR 17 TAHUN 2017
TETANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RESCUER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Rescuer dan Angka Kreditnya, perlu
menetapkan formasi jabatan fungsional rescuer;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Rescuer;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5121)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional Rescuer dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor (410);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
820);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RESCUER.
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Pasal 1

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai
pembina Jabatan Fungsioal Rescuer mempunyai
kewenangan menetapkan Formasi Jabatan Fungsional
Rescuer.

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam
menyusun Formasi Jabatan Fungsional Rescuer
berkoordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan untuk mendapatkan persetujuan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,
kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah
mengusulkan Formasi Jabatan Fungsional Rescuer
kepada menteri yang membidangi urusan
pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Pasal 2
Formasi Jabatan Fungsional Rescuer sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada analisis beban
kerja dengan indikator paling sedikit meliputi:
a. pengaturan waktu kerja (sistem kerja);
b. luas wilayah tanggung jawab;
c. peta kerawanan musibah; dan
d. kepadatan penduduk.
Pengaturan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan pengaturan waktu kerja 24
(dua puluh empat) jam terus menerus dengan dibagi
menjadi 3 (tiga) shift, dimana setiap shift terdiri atas 8
(delapan) jam waktu kerja efektif.
Luas wilayah tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan luas wilayah
pembinaan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan, kementerian/lembaga, dan pemerintah
daerah yang meliputi luas daratan dan lautan.
Peta kerawanan musibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan pemetaan hasil pelaksanaan

operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan
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pesawat udara, kecelakaan kapal, bencana, dan kondisi
membahayakan manusia.

(5) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d merupakan jumlah penduduk yang terdapat
di wilayah pembinaan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan, kementerian/lembaga, dan pemerintah

daerah.

Pasal 3
Prosedur penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Rescuer
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan
sebagai pedoman menyusun Formasi Jabatan Fungsional
Rescuer di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Pasal 5
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2017

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



